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WALI KOTA PEMATANGSIANTAR 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR 
 

NOMOR  23  TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN  WALI KOTA  PEMATANGSIANTAR  

NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR, 
 

Menimbang : . a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur 

Sumatera Utara Nomor 188.44/163/KPTS/2018 tentang 
Rincian Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota 

yang telah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 
2018, maka perlu dilakukan Perubahan Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018; 

  b....bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali 
Kota Pematangsiantar tentang Perubahan Ketiga Peraturan 
Wali Kota Pematangsiantar Nomor 33 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018. 

Mengingat :...1...Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam 
Lingkungan  Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik  Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
1092);        

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

SALINAN 
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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1986  Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3328); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4570); 

16. Peraturan Pemerintah  Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah  Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585);                                   

21. Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah                      
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4812);  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
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Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau 

Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun 
atau Tunjangan; 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 
2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima 
Tunjangan; 

31. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364); 

32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310);  

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07 Tahun 2008 
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07 Tahun 2009 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan 
Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 



5 

 

35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

52/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau 
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun 
atau Tunjangan; 

36. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 

2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

41. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 

2011 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Daerah; 

42. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 

Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 
6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 

43. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 
Pematangsiantar; 

44. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota 
Pematangsiantar; 

45. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Pematangsiantar; 
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46. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 

2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017-2022; 

47. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018; 

48. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar 

Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas 
Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Pematangsiantar; 

49. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota 
Pematangsiantar; 

50. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar; 

51. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar; 

52. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota 
Pematangsiantar; 

53. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota 

Pematangsiantar; 

54. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 16 Tahun 2017 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 

Pematangsiantar Tahun 2018; 

55. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 08 

Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota 
Pematangsiantar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018. 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 33 TAHUN 
2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 
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Pasal I 

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar 
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 08 
Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota 

Pematangsiantar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018, diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 1 
 

      

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar 

Tahun Anggaran 2018 dengan rincian   sebagai berikut: 

1. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah  

1. Semula                         Rp.  128.188.366.612,- 

2. Bertambah                    Rp.    29.164.796.160,80 

Jumlah Pendapatan Asli 

Daerah Setelah Perubahan            Rp.  157.353.162.772,80   

b. Dana Perimbangan  

1. Semula                     Rp.  808.465.215.000,- 

2. Bertambah                Rp.                          0,- 

Jumlah Dana Perimbangan 

Setelah Perubahan                          Rp.  808.465.215.000,- 

c. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah 

1. Semula                      Rp.   41.259.137.549,- 

2. Bertambah                 Rp.   20.000.000.000,- 

Jumlah Pendapatan Asli 

Daerah Setelah Perubahan            Rp. 61.259.137.549,- 

Jumlah Pendapatan  

Setelah Perubahan                   Rp. 1.027.077.515.321,80 

 

2. Belanja : 

a. Belanja Tidak Langsung   

1. Semula                    Rp.  477.696.630.913,31 

2. Bertambah               Rp.   18.691.156.781,37 

Jumlah Belanja Langsung  

Setelah Perubahan                        Rp.  496.387.787.694,68      

b. Belanja Langsung   

1. Semula                     Rp.  519.687.954.480,51 
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2. Bertambah               Rp.    82.693.301.604,- 

Jumlah Belanja Langsung  

Setelah Perubahan                        Rp.  602.381.256.084,51      

  Jumlah Belanja  

  Setelah Perubahan                  Rp.  1.098.769.043.779,19                             

 Defisit                                    (Rp.       71.691.528.457,39)  

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan   

1. Semula                    Rp.    29.428.727.368,82 

2. Bertambah               Rp.    53.871.975.175,57 

Jumlah Penerimaan 

Setelah Perubahan                           Rp. 83.300.702.544,39       

b. Pengeluaran  

1. Semula                    Rp.  9.956.861.136,- 

2. Bertambah               Rp.  1.652.312.951,- 

Jumlah Penerimaan 

Setelah Perubahan                        Rp.    11.609.174.087,-       
     

Jumlah Pembiayaan Netto               Rp.    71.691.528.457,39 

Sisa Lebih Pembiayaan 

 Anggaran                                        Rp.         N  I  H  I   L  

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal baru 
yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B, yang berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 2A 
 

 Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar 
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, diubah   sebagaimana   

tercantum  pada Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal 2B 

 

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 33 

Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 08 Tahun 

2018 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar 
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, tetap berlaku 
sepanjang tidak diubah dengan Peraturan Wali Kota ini. 
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Pasal II 
 

 

 Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Pematangsiantar. 

 

     Ditetapkan di Pematangsiantar 

                         pada tanggal 27 Juli 2018 

 

                                           WALI KOTA PEMATANGSIANTAR, 
                
 

          
         dto    

                  HEFRIANSYAH 

 
 

Diundangkan di Pematangsiantar 
pada tanggal 27 Juli 2018        
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, 
   

                                               dto 

             DONVER PANGGABEAN 
            BUDI  UTARI 
 

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2018 NOMOR : 23 
 

 
  

 


